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TENTANG

SALINAN

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN AIT(XX)TA SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DESA SOI|OKULON I(ECAUA,TAIT TODANAN

DALITDI PTTILIHAIY BT'PATI DAIT WNIIL BT'PATI BIORA TAHI'N 2(J,2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti
pengunduran diri anggota sekretariat PPS Desa

Sonokulon Kecamatan Todanan, perlu adanya

pemberhentian dan pengangkatan anggota

sekretariat PPS Desa Sonokulon Kecamatan

Todanan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2O2O;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota

sekretariat PPS Desa Sonokulon Kecamatan

Todanan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2O2O.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Rrblik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

asafl;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang- Undang (l,embaran Negara Republik

Indonesia Ta-hun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang- Undang Nomor I Tahun 2Ol4

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang- Undang (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLs

Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7

tentang Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06

Tahun 2OO8 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2OO8 tentang

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

O6 Tahun 2OO8 tentang Susunan organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
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6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan rn/akil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2Ol7

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Ke{a Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLT Nomor 1377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 202O sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O20;
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8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor 3 1 / PP.O 1.2-Kptl 33 1 6/ KPU-Kab I lX I 20 19 tentang

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blora Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blora Nomor 42 I PP.Ol.2-Kpt/33 16/KPU-Kab lyl I 2O2O

tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-

Kpt/ 33 16/ KPU -Kab I lX I 20 19 tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blora Nomor L/PP.O4.2-Kpt/3316/KPU-KablU2O2O

Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Blora Serta Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun

2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

B I o ra Nomo r : 26 / PP.O4.2'Kpt I 33 16 I WU -Ka.b I 1l I 2O2O

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blora Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

B I o ra Nomor : 33 / PP. 04. 2-Kpt I 33 L6 I KPU -Kab I lll I 2O2O

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

a3lPL.O2-Kpt/3316/KPU-Kablvtl2o2O Tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Lanjutan Tahun 2O2O;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

49/PP.O2-Kpt/3316/KPU-KablVll2O2O tentang

Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan

Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam

Pemithan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020.
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Memperhatikan

Menetapkan

KEDUA

KETIGA

l. Surat pengunduran diri atas nama Saudari GANDHI

DEWAYANTI anggota sekretariat PPS Desa Sonokulon

Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tanggal 2l
September 2O2O;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Sonokulon tentang

Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa

Sonokulon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora

Tahun 2O2O, tall,ggal 2 1 September 2O2O;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora tanggal 3O September 2020.

MEMUTUSKAN :

I(TPUTI'AAI KOUI$ PEuILIHAIT I'UUU XABI'PATET

BLORATEITTAITG PEUBERHEI|THIT DAN PEI{GAITGKATAIT

AI|GGOTA SEXREIARIAT PAI|ITIA PEUT'NGUTAX SUARA

DEAA SOI{OIIULOI{ IIECAUA'TAIT TODAIIAI| DALI\U

PEUILNIAIC I'UUU BI'PATI DAIf WAIIIL BI'PATI BLORA

TAIIIIIT 2O'}O

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari GANDHI

DEWAYANTI dari anggota sekretariat PPS Desa Sonokulon

Kecamatan Todanan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2020.

: Menetapkan Saudari YOHANA ASWARA DEWI MEGAIVATI

sebagai anggota sekretariat PPS Sonokulon Kecamatan

Todanan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Blora Tahun 2020.

: Masa Tugas Anggota PPS sebagaimana tersebut dalam Diktum

KEDUA adalah sama dengan masa kerja anggota sekretariat

PPS yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Blora Nomor 49 IPP.O2-Kpt/3316/KPU-
Kab lVl l2O2O tentang Penetapan Sekretaris Panitia

Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungu.tan

Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun

2020.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanegal 3O September 2020.

KETUA KOMISI PEMILI}IAN UMUM

KABUPATEN BLORA

Ttd,

UOHAUAI' I{IIAUDI'I|

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BLORA
ukum

-
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